WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMORI6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka evaluasi, serta adanya
ketentuan yang belum diakomodir dalam Peraturan
Walikota sehingga perlu dilakukan perubahan atas
Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 3 Tahun
2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Izin
Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak
Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 3 Tahun
2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Izin
Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak
Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II
Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);



Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000
tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4332);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2002 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4193);



10.

11

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100
Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil Dalam Jabatan Struktural ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000
tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4019);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011
tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5258);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksana
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011
tentang tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Negeri Sipil;



14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun

15.

2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru
(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008
Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun
2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru
(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014
Nomor 17 ,Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarbaru Nomor 14);

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun
2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota
Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru
Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Kota
Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota
Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahuin 2014
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarbaru Nomor 13);

16 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun

17.

18.

2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah
Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru
Tahun 2008 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun
2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Perumahan, Tata Ruang dan
Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru (Lembaran
Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 19);

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun
2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah
Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru
Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran
Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor
15,Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru
Nomor 12);



19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun
2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Banjarbaru Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 3;

20. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 18 Tahun
2012 tentang Tugas, Pokok, Fungsi, Uraian Tugas
dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan
Pendidikan Pelatihan Kota Banjarbaru (Berita
Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 18);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 3
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 3 Tahun
2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 3 ) diubah
scbagai berikut:

1. Ketentuan Angka pada Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kota Banjarbaru.

Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggaran
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Banjarbaru.

Pejabat yang berwenang adalah Walikota Banjarbaru atau pejabat yang
diberi pelimpahan wewenang oleh Walikota Banjarbaru untuk memberikan
izin atas permohonan izin belajar.

Pembina izin belajar adalah SKPD yang menangani bidang kepegawaian di
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Mahasiswa izin belajar Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang
mendapatkan izin melanjutkan pendidikan di luar jam dinas dan tidak
meninggalkan tugas dan kewajibanya di tempat kerja, yang ditetapkan
pejabat yang berwenang.

Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Tidak Tetap untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi
atau Lembaga Pendidikan Formal lainnya di luar jan kerja atas biaya
sendiri dan tidak boleh meninggalkan tugas dinas sehari-hari.



10.

Kompentensi adalah keseluruhan kemampuan dan karateristik yang
dimiliki oleh seorang pegawai yang mencakup pengetahuan, keterampilan
dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas secara
professional, efektif dan efisien.

Lembaga pendidikan adalah lembaga pendidikan tinggi yang secara
fungsional memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengembang
sumber daya manusia.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN
secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai
honorer yang bertugas yang dan digaji oleh APBD Pemerintah Kota
Banjarbaru.

2. Ketentuan BAB VI Ketentuan Peralihan Pasal 13 ayat (1) diubah sehingga,

Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus ujian penyesuaian ijazah Tahun
2012 termasuk yang lulus pendidikan sebelum diangkat menjadi
Pegawai Negeri Sipil usul Kenaikan Pangkatnya dapat diproses dengan
ketentuan:

a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat (I/13) untuk
penyesuaian ke golongan II;

b. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat (II/b) untuk
penyesuaian ke golongan II1;dan

c. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat (11I/a) untuk
penyesuaian ke golongan III/b.

(2) Pemberian izin belajar ke Pendidikan Magister (S2) bagi PNS yang
pengangkatan awalanya bukan berdasarkan jecnjang formasi Sarjana S1
dan Diploma IV pemberian ijin belajarnya sekurang-kurangnya setelah
berpangkat Penata Muda (111/a).

(3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah mengajukan permohonan ijin
belajar sebelum peraturan ini diberlakukan, maka pemberian ijin
belajarnya tetap berpedoman pada ketentuan terdahulu.



PASAL II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 23 Mar ?1; 2C1

WALL OTA BANJARBARU,

H. NA JMI ADHANI
Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 23 iiaret 22 1
Pit. SEKRETARIS DAERAH

H. SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR...16.
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